
      

 

 
 

 

PENGUMUMAN 

Nomor : 810/PANSEL.CASN/69/2023 
 

TENTANG 

  PERUBAHAN STATUS HASIL SELEKSI ADMINISTRASI YANG 

SEBELUMNYA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI (MEMENUHI SYARAT) 

MENJADI TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI (TIDAK MEMENUHI 

SYARAT) PADA SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 

PERJANJIAN (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 
Berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pelamar 

Calon PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 

2023 Nomor : 810/PANSEL.CASN/62/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa sesuai ketentuan Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 

2023, setelah diumumkannya hasil Seleksi Administrasi Para Pelamar 

yang dinyatakan TMS diberikan waktu Masa Sanggah selama tiga hari 

setelah pengumuman disampaikan. 

2. Bahwa masa sanggah di gunakan oleh Pelamar yang dinyatakan TMS 

untuk menyanggah/mengklarifikasi hasil verifikasi persyaratan berkas 

Pelamar oleh Panitia Seleksi yang dirasa keliru dan merupakan 

kesalahan dari Panitia Seleksi. 

3. Bahwa Sanggahan Pelamar yang diajukan dalam masa sanggah 

dilakukan pemeriksaan kembali oleh Panitia Seleksi sekaligus 

melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen berkas Pelamar 

yang dinyatakan MS sebelumnya sebagai bahan perbandingan. 

4. Bahwa terdapat Pelamar Calon PPPK yang memiliki kualifikasi 

pendidikan rumpun kesehatan melamar pada Formasi Jabatan 

Fungsional Teknis sebagai Ahli Pertama – Arsiparis dan Ahli Pertama – 

Perencana dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan Jabatan 

adalah Semua Jurusan. 

  

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN CASN 
Jalan 23 januari No. 184, Kel. Biawao, Kec Kota Selatan, Gorontalo 96133 

Telepon (0435) 821073, Faksimile (0435) 822625 Gorontalo 
Laman bkpp@gorontalokota.go.id Pos-el bkppgorontalokota@gmail.com 
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5. Bahwa persoalan sebagaimana tersebut dalam angka 4, telah 

dikoordinasikan dengan Pihak BKN selaku PANSELNAS, maka hal 

tersebut dinyatakan TMS karena kualifikasi pendidikan rumpun 

kesehatan sangat jauh relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi 

Jabatan Teknis. 

6. Bahwa berdasarkan persoalan pada angka 4 serta hasil koordinasi 

pada angka 5, maka Pelamar yang sebelumnya berstatus MS menjadi 

TMS sebagaimana yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini 

yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi 

perhatian.  

 

 

    Gorontalo,  27 Oktober  2023 

 
 
 

 



NO NO. REGISTRASI NAMA KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1 7504024611950001 NUR HIKMAH SEDI LAMUKA S1 Ilmu Keperawatan

2 7503104207950002 ALDIANI NURUL RAHMAH Y. SETYAWATY, SKM S1 Kesehatan Masyarakat

3 7571016903980002 MERY MARTCHELINA HASAN S1 Ilmu Keperawatan

4 7501104208980001 ISTIN MADJID S.KM S1 Kesehatan Masyarakat

5 7504061206880001 OPIN HULOPI, SKM S1 Kesehatan Masyarakat

6 7504026412940001 REGLIYANTI GIASI S1 Ilmu Keperawatan

7 7501171009940001 ADI FITRANTO PULUKADANG S1 Farmasi

8 7501042402920001 RAFLIN ABDULLAH S1 Ilmu Keperawatan

9 7501074905930001 ROSITA OLII S1 Kesehatan Masyarakat

10 7501015007910002 VEBRIYANTI BAWODE S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

11 7501015803940002 ARINI NANDA ANDARI MOOTALU S1 Kesehatan Masyarakat

12 7501021004950001 SOEDIRMAN HUSIN OTA S1 Farmasi

13 7201126012910001 DIAN JUMIATI DJ. LASABON, S.KM S1 Kesehatan Masyarakat

14 7501104506980001 RITA ABDULKADIR S1 Ilmu Keperawatan

15 7501015004830002 FIDYAWATI ABDULLAH S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

16 7571026507920001 JULIANA KATILI S1 Farmasi

17 7501032507980001 DWI TAMA PAHRUN S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan pemerintah Kota Gorontalo T.A 2023

Lampiran : Pengumuman

Nomor   : 810/PANSEL.CASN/69/2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tentang : Perubahan Status Hasil Seleksi Administrasi Yang Sebelumnya Lulus Administrasi (Memenuhi Syarat ) Menjadi 

 Tidak Lulus Administrasi  ( Tidak Memenuhi Syarat ) pada Selesksi  Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 


